BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
kesimpulannya adalah tidak tepat jika pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor
99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan
pemasyarakatan, yang dapat memberikan kemudahan bagi terpidana
Khususnya kasus korupsi untuk mendapatkan remisi.
B. Saran
Di sisi lain jika memang pemerintah memang serius dalam
menjalankan program ingin mengurangi kejahatan bagi pelaku korupsi
seharusnya peraturan mengenai pemberian remisi dengan hukuman kerja
sosial. Agar benar-benar pelaku korupsi ini merasakan bahwa apa yang
mereka perbuat benar-benar melanggar kaedah kemanusiaan dan

mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.
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